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ukhuwwah—dengan prinsip hubungan industrial
vang harmonis dan berkeadilan. Hasil kajian
menunjukkan, pertama, PAI menyediakan kerangka
normatif yang komprehensif untuk membentuk
karakter pekerja dan pengusaha yang bermartabat,
bertanggung jawab, serta  berorientasi pada
kemaslahatan. Kedua, nilai-nilai Islam berpotensi
diintegrasikan  secara  operasional ke dalam
instrumen dan kelembagaan hubungan industrial,
seperti Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga
Kerja Sama (LKS) Bipartit, dan Tripartit. Ketiga,
integrasi tersebut berimplikasi pada penguatan
budaya kerja, peningkatan produktivitas, dan
pencegahan  konflik  kerja.  Penelitian  ini
merekomendasikan pengembangan kurikulum PAI
pada pendidikan vokasi dan perguruan tinggi
melalui modul hubungan industrial berbasis nilai
Islam.

PENDAHULUAN

Hubungan industrial merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketenagakerjaan
karena menentukan kualitas relasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sekaligus
memengaruhi stabilitas sosial serta produktivitas ekonomi. Hubungan industrial tidak hanya
berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga menyangkut kualitas
komunikasi, persepsi keadilan, serta kemampuan para pihak membangun kepercayaan di tempat
kerja (Acemoglu & Restrepo, 2020; Charles et al., 2022; Wihardja et al., 2024) . Pada era
transformasi industri, digitalisasi proses bisnis, otomatisasi, dan tuntutan efisiensi mendorong
organisasi bergerak lebih cepat, namun sekaligus berpotensi memunculkan ketegangan baru,
seperti intensifikasi kerja, ketidakpastian hubungan kerja, dan meningkatnya sensitivitas terhadap
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isu upah, jaminan kerja, serta perlindungan pekerja (Fatimah et al., 2025; Wahyudi et al., 2025;

Wibowo & Choiri, 2025). Kompleksitas ini menuntut penguatan pendekatan yang tidak berhenti

pada aturan, tetapi juga menyentuh dimensi nilai yang membentuk perilaku dan keputusan para
pihak.

Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa perselisihan
hubungan industrial yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada tahun 2022
mencapai lebih dari 2.400 perkara, dengan dominasi kasus pemutusan hubungan kerja sepihak
dan perselisihan upah (Kemnaker, 2023) . Kondisi tersebut memberi sinyal bahwa mekanisme
formal penyelesaian sengketa tetap dibutuhkan, sekaligus menunjukkan adanya persoalan
relasional yang berulang pada praktik kerja sehari-hari. Ketika konflik terjadi secara repetitif,
pendekatan legalistik berisiko hanya meredam gejala tanpa menyentuh akar persoalan yang
berkaitan dengan integritas, empati, keadilan, dan etika dalam pengambilan keputusan
(Muhyiddin et al., 2024).

Pendekatan legalistik tetap penting sebagai pagar normatif, namun relasi kerja yang
harmonis membutuhkan prasyarat yang lebih mendasar, terutama kepercayaan, rasa keadilan, dan
etika dialog sosial. Laporan ILO menegaskan bahwa dialog sosial, termasuk pada level tripartit,
berperan penting dalam menjawab tantangan transisi digital dan hijau, sekaligus mendukung
distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil (International Labour Organization, 2024). Karena itu,
penguatan hubungan industrial memerlukan pendekatan komplementer yang menumbuhkan
kualitas komunikasi, memperkuat tanggung jawab moral, serta membangun etos kerja yang
berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, Pendidikan Agama Islam memiliki
posisi strategis sebagai wahana internalisasi nilai yang relevan dengan etika kerja dan relasi
industrial. Nilai amanah meneguhkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan
pekerjaan, nilai adl menuntun pemenuhan hak serta perlakuan yang proporsional, sedangkan
syura mendorong kebiasaan dialog dan penyelesaian masalah secara bermartabat. Kerangka nilai
ini tidak dimaksudkan menggantikan regulasi ketenagakerjaan, melainkan memperkuatnya
melalui pembentukan karakter dan budaya kerja, sehingga kepatuhan tidak hanya lahir dari faktor
sanksi, tetapi juga dari kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.

Islam sebagai ajaran yang bersifat syumul menyediakan panduan muamalah yang dapat
diterjemahkan ke dalam prinsip hubungan kerja modern. Prinsip keadilan dalam pemenuhan hak,
kewajiban menunaikan amanah, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah memberi dasar
etik yang selaras dengan kebutuhan hubungan industrial yang berkeadilan dan dialogis.
Internalisasi nilai-nilai tersebut berpotensi memperkuat legitimasi keputusan manajerial,
meningkatkan penerimaan terhadap prosedur perundingan, serta mengurangi eskalasi konflik
karena para pihak memiliki bahasa nilai bersama untuk menilai kepatutan kebijakan kerja.

Kajian terdahulu tentang etika kerja Islam (Islamic work ethic) umumnya menjelaskan

dimensi individual dan budaya organisasi, seperti kerja keras, komitmen, dedikasi, serta
kreativitas, juga memaknai kerja sebagai ibadah dan tanggung jawab sosial (Nasution & Rafiki,
2020; Muhyiddin et al., 2024). Meski demikian, kajian tersebut masih cenderung berhenti pada
level perilaku individu atau etos organisasi dan belum memadai untuk menjelaskan jalur
operasional integrasi nilai Pendidikan Agama Islam ke dalam praktik hubungan industrial
(Pratama & Khaidarmansyah, 2024; Suryani et al., 2022) . Padahal, hubungan industrial
berlangsung melalui proses konkret, seperti perundingan kesepakatan kerja dan forum
komunikasi antar pihak, sehingga kualitas etika perundingan, akuntabilitas, dan orientasi keadilan
menjadi faktor penting dalam pencegahan konflik dan penguatan produktivitas.

Ketiadaan model integrasi yang menjembatani kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai
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proses pendidikan, mekanisme hubungan industrial sebagai perangkat tata kelola, dan tantangan
transformasi industri sebagai konteks perubahan. Sebagian penelitian menempatkan Pendidikan
Agama Islam sebagai pendidikan karakter, sebagian lain membahas hubungan industrial dari sisi
hukum dan kelembagaan, sedangkan kajian etika kerja Islam banyak bergerak pada level etos
individu. Pendekatan integratif yang memadukan ketiganya menjadi kerangka yang dapat
dipraktikkan dan dievaluasi masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model integrasi Pendidikan Agama Islam
yang langsung ditautkan ke mekanisme hubungan industrial. Kebaruan tersebut diwujudkan
melalui pemetaan nilai inti seperti amanah, syura, ‘adl, dan ukhuwwah ke dalam komponen
operasional hubungan industrial, seperti prinsip perundingan, penguatan klausul etika dalam
Perjanjian Kerja Bersama, tata kelola komunikasi dan pengaduan, serta perancangan agenda kerja
(Safei, 2021; Yusuf et al., 2023; Sarif, Fazirah, et al., 2024; Sarif, Zainudin, et al., 2024). Dengan
cara ini, Pendidikan Agama Islam tidak berhenti pada ranah normatif, tetapi ditransformasikan
menjadi perangkat pembentuk perilaku dan prosedur yang mendukung pencegahan konflik serta
penguatan produktivitas yang bermartabat. Hasil kajian diharapkan memperkaya perspektif etika
kerja dalam studi hubungan industrial sekaligus menawarkan rancang bangun integrasi nilai yang
aplikatif dalam konteks pendidikan dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan
normatif Pendidikan Agama Islam yang relevan dengan prinsip hubungan industrial,
mengidentifikasi model integrasi Pendidikan Agama Islam dalam mekanisme hubungan
industrial, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam
pada pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang berorientasi pada pembentukan etika kerja
Islam di era industri 4.0.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini disusun untuk membangun pijakan konseptual
mengenai Pendidikan Agama Islam, hubungan industrial, dan etika kerja Islam, sekaligus
menjelaskan titik temu ketiganya sebagai dasar integrasi nilai. Bagian ini tidak hanya merangkum
definisi dan konsep utama, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka yang relevan dengan
dinamika ketenagakerjaan kontemporer. Dengan demikian, landasan teori berfungsi sebagai alat
analisis untuk menilai bagaimana nilai-nilai PAI dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme
hubungan industrial guna memperkuat etika kerja Islami di era transformasi industri.

1. Pendidikan Agama Islam sebagai Kerangka Pembentukan Nilai Sosial

Pendidikan Agama Islam dipahami sebagai proses sistematis pembentukan kepribadian
Muslim yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (Nursyamsu et al., 2022;
Sya’adah et al., 2025) . Dalam perkembangan mutakhir, PAI tidak lagi diposisikan sekadar
sebagai transmisi doktrin, tetapi sebagai pendidikan karakter dan pembentukan kompetensi sosial
yang responsif terhadap dinamika masyarakat modern (Asykur et al., 2025).

Kajian kontemporer menegaskan bahwa pendidikan agama memiliki peran strategis
dalam membangun integritas, tanggung jawab sosial, dan kesadaran etis di ruang publik,
termasuk dalam dunia kerja (Nasution & Rafiki, 2020; Muhyiddin et al., 2024) . PAI
mengintegrasikan figh muamalah, akhlak, dan konsep khalifah sebagai fondasi normatif bagi
aktivitas ekonomi. Dalam perspektif maqashid al-syariah, kerja dipandang sebagai sarana
menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan sosial (Chapra, 2008). Relevansi ini semakin kuat ketika
pendidikan agama diarahkan untuk membangun etos profesional berbasis nilai spiritual dan
tanggung jawab sosial.

Dalam konteks transformasi industri, pendidikan agama dituntut bersifat kontekstual dan
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transformatif agar mampu menjawab isu digitalisasi, gig economy, dan disrupsi pekerjaan

(International Labour Organization, 2024) . Dengan demikian, PAI berfungsi sebagai sumber
moral capital yang dapat menopang praktik hubungan industrial yang berkeadilan dan dialogis.

2. Hubungan Industrial dalam Perspektif Hukum dan Teori Sosial

Secara normatif, hubungan industrial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Sistem ini melibatkan pekerja, pengusaha, dan
pemerintah sebagai aktor utama dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam teori klasik
hubungan industrial, Fox membedakan pendekatan unitarist, pluralist, dan radical. Pendekatan
pluralist yang mengakui perbedaan kepentingan dan mengelolanya melalui negosiasi dinilai
paling relevan dalam konteks tata kelola modern (Hodder & Gold, 2024) . Perkembangan
mutakhir menekankan pentingnya social dialogue dan institutional trust sebagai fondasi stabilitas
hubungan industrial di era digital (International Labour Organization, 2024; Wihardja et al.,
2024).

Digitalisasi dan otomatisasi berpengaruh terhadap distribusi kekuasaan dalam hubungan
kerja serta meningkatkan kebutuhan mekanisme dialog sosial yang inklusif (OECD, 2023; EUR
Lex, 2024). Dalam perspektif Islam, pendekatan pluralist dapat diperkaya dengan landasan tauhid
dan tanggung jawab moral bersama. Semua pihak diposisikan setara secara moral dan terikat
kewajiban etis dalam memenuhi perjanjian kerja serta menghindari eksploitasi. Kelembagaan
seperti Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit, dan Tripartit menjadi ruang strategis internalisasi
nilai karena di sanalah proses negosiasi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa berlangsung
secara konkret.

3. Etika Kerja Islam dalam Literatur Kontemporer

Islamic Work Ethic (IWE) dikembangkan oleh Ali sebagai seperangkat orientasi moral
terhadap kerja yang berakar pada ajaran Islam (Ali, 1988) . Studi lanjutan menunjukkan bahwa
IWE berkorelasi positif dengan komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan produktivitas (Ateeq et
al., 2025; Udin et al., 2022) . Riset kontemporer memperluas IWE ke ranah Islamic Human
Resource Management dan Islamic organizational culture yang menekankan integritas,
konsultasi, serta keadilan distributif (Sahputra & Adawiyah, 2025; Sarmigi & Sri Wahyuni,
2025) . Etika kerja Islam tidak hanya memandang kerja sebagai ibadah, tetapi juga sebagai
kewajiban sosial yang menolak eksploitasi dan ketidakadilan upah. Prinsip pembayaran upah
tepat waktu dan penghormatan terhadap hak pekerja memiliki implikasi langsung terhadap desain
hubungan industrial yang adil.

4. Integrasi PAI dan Hubungan Industrial dalam Kerangka Transformasi Industri

Integrasi PAI dan hubungan industrial memerlukan pendekatan interkoneksi ilmu
sebagaimana dikembangkan Muhaimin, yang membuka dialog antara ilmu keislaman dan ilmu
sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan era Industri 4.0 yang memerlukan integrasi antara
kompetensi teknis dan integritas moral. Transformasi industri membawa perubahan struktur kerja,
termasuk gig economy dan platform work, yang meningkatkan risiko ketimpangan dan konflik
relasional (International Labour Organization, 2024) . Dalam konteks ini, maqgashid al-syariah
menyediakan kerangka evaluatif terhadap kebijakan ketenagakerjaan, apakah kebijakan tersebut
menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial (Chapra, 2008; Chapra, 2016).

Integrasi PAI dalam hubungan industrial dapat dirumuskan dalam tiga dimensi teoretis:

1. Dimensi normatif, yaitu penerjemahan nilai amanah, ‘adl, syura, dan ukhuwwah ke dalam
prinsip tata kelola hubungan kerja.
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2. Dimensi institusional, yaitu internalisasi nilai dalam mekanisme perundingan, komunikasi,
dan penyelesaian sengketa.
3. Dimensi edukatif, yaitu transformasi kurikulum PAI agar responsif terhadap isu
ketenagakerjaan kontemporer.
Kerangka ini memperlihatkan bahwa integrasi bukan sekadar penggabungan konsep,
melainkan proses konseptual yang mentransformasikan nilai agama menjadi etika kelembagaan
yang operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka
atau library research yang dilakukan secara sistematis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
memahami dan menafsirkan makna, nilai, serta konstruksi konseptual yang dilekatkan pada
persoalan sosial, khususnya terkait integrasi Pendidikan Agama Islam dalam dinamika hubungan
industrial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar normatif, rasionalitas, dan
arah implementasinya (Creswell & Poth, 2023; Sugiyono, 2021; Yusuf, 2006).

Sumber data primer meliputi Al-Qur’an dan hadis sahih yang berkaitan dengan etika kerja
dan muamalah, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang relevan dengan hubungan industrial
dan penyelesaian perselisihan, serta dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam dari
kementerian terkait. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku
akademik, dan hasil penelitian yang telah melalui proses penelaahan sejawat, dengan prioritas
publikasi dalam rentang 2005 sampai 2025, kecuali karya klasik yang memiliki signifikansi
konseptual dan historis.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan tahapan pengumpulan dan klasifikasi
sumber, pembacaan mendalam dan pengodean tematik, serta sintesis temuan untuk merumuskan
pola, konsep, dan model integrasi nilai. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber
untuk memeriksa konsistensi argumentasi lintas literatur dan dokumen, serta diskusi pakar atau
expert judgement dari bidang Pendidikan Agama Islam dan hubungan industrial sebagai bentuk
uji kewajaran interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam dalam Hubungan Industrial
a. Prinsip Amanah dalam Hubungan Kerja

Amanah merupakan nilai sentral dalam Islam yang menuntut setiap pihak menjalankan
mandatnya secara bertanggung jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan
(Kamilah et al., 2025; Sarmigi & Sri Wahyuni, 2025; Ibrahim et al., 2026) . Al-Quran
menegaskan perintah untuk menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil,
sehingga amanah tidak bisa dipisahkan dari keadilan sebagai standar etik relasi sosial,
termasuk relasi kerja (QS. An-Nisa: 58). Dalam hubungan industrial, amanah pada pekerja
tercermin pada disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan pada kesepakatan kerja yang sah,
sedangkan amanah pada pengusaha tercermin pada pemenuhan hak normatif, kepastian
pembayaran upah, keselamatan kerja, serta larangan mengeksploitasi ketimpangan posisi
tawar.

Kerangka ini sejalan dengan logika hubungan industrial modern yang menempatkan
kepercayaan dan kepatuhan pada perjanjian sebagai prasyarat stabilitas relasi kerja. Literatur
mutakhir tentang Islam di ranah pengelolaan SDM juga menekankan bahwa amanah dan
integritas memiliki kaitan dengan iklim etika organisasi, keterlibatan karyawan, dan kualitas
relasi kerja, sehingga nilai amanah dapat dipahami bukan hanya sebagai norma moral, tetapi
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juga faktor pembentuk perilaku organisasi (Sahputra & Adawiyah, 2025).
b. Keadilan sebagai Fondasi Pemenuhan Hak dan Pengupahan

Keadilan dalam Islam juga bersifat prosedural sekaligus substantif (Saputra, 2021) .
Keadilan prosedural menuntut proses yang transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif,
sedangkan keadilan substantif menuntut hasil yang proporsional serta menjaga martabat
manusia. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya ['lam al-Muwaqqi'in menegaskan bahwa
syariat Islam berdiri di atas fondasi kemaslahatan manusia yang mencakup keadilan, rahmat,
dan hikmah. Dalam hubungan kerja, keadilan menuntut pemenuhan hak upah dan
perlindungan kerja secara layak, sekaligus menuntut pengusaha dan pekerja memegang
komitmen terhadap kesepakatan yang dibuat secara sah. Ketentuan hukum ketenagakerjaan
Indonesia juga menekankan perlindungan pekerja dan pemenuhan hak, termasuk melalui
perangkat pengaturan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan.

Prinsip pemenuhan hak pekerja, termasuk upah, dipertegas dalam hadis yang
menekankan kewajiban menunaikan upah pekerja secara tepat waktu. Formulasi moral ini
relevan untuk memperkuat orientasi etis kebijakan perusahaan, terutama saat terjadi
ketidakpastian kerja, restrukturisasi, atau efisiensi. Chapra (2016) menjelaskan bahwa konsep
keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup keadilan prosedural (prosedur yang fair) tetapi
juga keadilan substantif (hasil yang proporsional). Implikasinya, sistem pengupahan yang
Islami harus memastikan bahwa tingkat upah minimum setidaknya mencukupi kebutuhan
hidup layak (al-maslahah al-dharuriyyah).
¢. Musyawarah (Syura) dalam Penyelesaian Konflik dan Dialog Sosial

Prinsip musyawarah dalam Islam didasarkan pada QS. Ali Imran [3]: 159 dan QS.
Asy-Syura [42]: 38. Musyawarah bukan sekadar mekanisme pengambilan keputusan, tetapi
merupakan ekspresi dari penghargaan terhadap martabat manusia dan pengakuan atas
keterbatasan pengetahuan individu. Dengan kata lain, musyawarah merupakan prinsip etik
pengambilan keputusan yang mengedepankan penghargaan pada martabat manusia,
pengakuan perbedaan kepentingan, dan pencarian solusi yang dapat diterima para pihak.
Prinsip ini sejalan dengan gagasan dialog sosial dalam hubungan industrial, terutama ketika
konflik berpotensi meningkat akibat ketidakadilan yang dirasakan atau komunikasi yang tidak
setara. Laporan International Labour Organization (2024) menegaskan bahwa dialog sosial,
termasuk pada tingkat puncak, berperan penting untuk menghadapi transisi digital dan hijau
serta menjaga distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Di Indonesia, kerangka hukum ketenagakerjaan menyediakan mekanisme penyelesaian
perselisihan yang mendorong perundingan, mediasi, dan tahapan penyelesaian sebelum jalur
peradilan, sehingga prinsip musyawarah dapat ditempatkan sebagai etika prosedural yang
menguatkan efektivitas mekanisme tersebut. Kajian Zakiyy (2021) menunjukkan bahwa nilai
konsultasi sebagai bagian dari tradisi Islam dapat berkontribusi pada harmoni relasi pekerja
dan pengusaha, sehingga musyawarah dapat diperlakukan sebagai perangkat nilai untuk
memperbaiki kualitas relasi industrial.

d. Ukhuwwah (Brotherhood) dan Solidaritas Kerja

Konsep ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan Islam) yang bersumber dari QS. Al-
Hujurat [49]: 10 yang memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika hubungan industrial.
Ukhuwwah meniscayakan pengakuan atas kesamaan martabat manusia di hadapan Allah, yang
dalam konteks kerja berarti bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak boleh bersifat
eksploitatif atau merendahkan. Artinya ukhuwwah menegaskan pengakuan atas martabat
manusia dan kewajiban untuk memperlakukan pihak lain secara bermartabat. Dalam hubungan
kerja, ukhuwwah dapat dipahami sebagai basis etik untuk mencegah praktik relasi yang
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merendahkan, diskriminatif, atau eksploitatif, serta memperkuat solidaritas sosial di tempat
kerja. Dalam kerangka hubungan industrial modern, gagasan ini sejalan dengan penguatan
trust dan social cohesion yang sering menjadi prasyarat efektivitas dialog sosial dan stabilitas
relasi kerja.

Model Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Mekanisme Hubungan Industrial
Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi tiga model integrasi

PAI dalam hubungan industrial:

3.

a. Model Normatif Institusional

Model ini mengintegrasikan nilai-nilai PAI ke dalam instrumen-instrumen formal
hubungan industrial. Implementasinya meliputi: (1) memasukkan klausul etika kerja Islam
dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB); (2) mengembangkan program orientasi karyawan
berbasis nilai-nilai Islam; dan (3) menetapkan standar corporate culture yang berlandaskan
prinsip-prinsip muamalah Islam. Praktik integrasi nilai perusahaan dapat ditunjukkan melalui
penerapan nilai budaya kerja yang menekankan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,
dan kolaboratif pada ekosistem BUMN serta pada beberapa perusahaan, termasuk Bank
Syariah Indonesia. Model ini penting karena instrumen formal memberi daya ikat yang lebih
jelas, memudahkan standardisasi perilaku, dan menyediakan indikator kepatuhan yang dapat
dievaluasi melalui kebijakan SDM, pelatihan, serta mekanisme penanganan pengaduan.

b. Model Edukatif Transformatif

Model ini berfokus pada transformasi kurikulum dan metode pembelajaran PAI agar
lebih responsif terhadap realitas dunia kerja. Implementasinya mencakup: (1) pengembangan
modul PAI berbasis problem-based learning dengan studi kasus hubungan industrial; (2)
integrasi figh muamalah kontemporer ke dalam kurikulum PAI di perguruan tinggi; dan (3)
pelatihan guru/dosen PAI tentang isu-isu ketenagakerjaan kontemporer.

Kerangka implementasi yang kompatibel dengan arah kebijakan pendidikan dapat
ditautkan dengan panduan pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)
yang memberi ruang pembelajaran lintas disiplin dan berbasis isu nyata. Model edukatif
transformatif memperkuat kesiapan moral dan sosial calon tenaga kerja sehingga nilai PAI
tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kompetensi etis yang terbawa ke dunia
kerja.
¢. Model Edukatif Partisipatif

Model ini menempatkan PAI sebagai medium dialog antara berbagai pemangku
kepentingan dalam hubungan industrial. Implementasinya melibatkan: (1) forum-forum
dialog antara ulama, pengusaha, dan serikat pekerja tentang isu-isu ketenagakerjaan dalam
perspektif Islam; (2) peran majelis taklim dan lembaga keagamaan dalam mediasi konflik
industrial; dan (3) fatwa-fatwa MUI terkait ketenagakerjaan sebagai panduan moral bagi para
pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang relevan
dengan hubungan industrial, termasuk fatwa tentang kehalalan mekanisme asuransi
ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan panduan bisnis Islam yang melarang praktik-
praktik eksploitatif. Keterlibatan lembaga keagamaan dalam dialog ketenagakerjaan ini
merupakan bentuk nyata dari model dialogis-partisipatif. Model ini bermanfaat ketika relasi
industrial mengalami krisis kepercayaan, karena dialog berbasis nilai dapat membantu
membangun common ground dan mengurangi eskalasi konflik.

Implementasi dan Tantangan Integrasi



5375

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.3, April 2026
1

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi integrasi PAI
dalam hubungan industrial. Tantangan epistemologis muncul ketika masih terdapat dikotomi
antara ilmu agama dan ilmu sosial, sehingga isu ketenagakerjaan dianggap bukan ranah PAL
Tantangan ini dapat diatasi melalui pendekatan interkoneksi ilmu yang menempatkan ajaran
Islam sebagai kerangka nilai untuk membaca realitas sosial ekonomi secara kritis, terutama dalam
isu relasi kerja, hak, dan keadilan.

Tantangan metodologis tampak pada keterbatasan literatur yang menghubungkan PAI
secara langsung dengan desain kelembagaan hubungan industrial, termasuk isu kontemporer
seperti outsourcing, kerja platform, fleksibilisasi kerja, dan relasi kerja digital. Di sisi lain,
perkembangan studi Islam di HRM dan perilaku organisasi menunjukkan adanya ruang besar
untuk memperkuat basis teoritik integrasi nilai Islam pada tata kelola SDM dan relasi kerja
(Sahputra & Adawiyah, 2025). Sedangkan tantangan struktural berkaitan dengan belum adanya
insentif atau standar formal yang mendorong perusahaan mengintegrasikan nilai agama sebagai
etika kelembagaan, selain kewajiban umum pemenuhan hak beragama. Karena itu, strategi yang
realistis adalah mendorong model bertahap melalui kebijakan internal perusahaan, penguatan
forum komunikasi, dan integrasi pembelajaran pada pendidikan vokasi dan perguruan tinggi.

4. Relevansi pada Era Industri 4.0 dan Society 5.0

Transformasi Industri 4.0 ditandai oleh otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi
yang mengubah struktur pekerjaan, pola relasi kerja, serta distribusi manfaat ekonomi. Dalam
situasi ini, teknologi tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang netral, karena arah
pemanfaatannya sangat dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan tata kelola yang melingkupinya.
Laporan International Labour Organization (2024) menekankan bahwa dialog sosial menjadi
instrumen penting untuk menjaga fairness dan decent work di tengah transisi digital dan hijau,
termasuk dalam memastikan bahwa perubahan teknologi tidak memperlebar ketimpangan dan
kerentanan pekerja.

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis untuk
mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga
memiliki integritas moral dan ketahanan spiritual. Kebutuhan ini semakin relevan ketika
perubahan teknologi mendorong percepatan proses kerja, pengawasan berbasis data, dan
kompetisi yang berpotensi meminggirkan dimensi kemanusiaan. PAI dapat berperan dalam
menanamkan orientasi etis agar keputusan manajerial dan perilaku kerja tetap berpijak pada
keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Schwab (2016) dalam The Fourth Industrial Revolution menegaskan bahwa teknologi
membawa konsekuensi sosial yang ditentukan oleh nilai-nilai yang mengarahkan penggunaannya.
Karena itu, orientasi nilai yang benar menjadi kunci agar transformasi industri tidak semata
menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan martabat kerja. Pada
titik ini, PAI dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang mengarahkan pemanfaatan teknologi
menuju kemaslahatan bersama, bukan sekadar maksimalisasi keuntungan.

Konsep magashid al-syariah yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan diperluas oleh Ibn
'Asyur menyediakan perspektif holistik untuk menilai dampak perubahan industrial. Perubahan
kebijakan dan praktik ketenagakerjaan dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia melindungi
jiwa (hifdzu al-nafs), akal (hifdzu al-'aql), keturunan (hifdzu al-nasl), harta (hifdzu al-mal), dan
agama (hifdzu al-din) manusia. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat digunakan sebagai
alat analisis kritis untuk memastikan bahwa inovasi digital dan kebijakan ketenagakerjaan tetap
sejalan dengan prinsip kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia di era Society
5.0 (Chapra, 2008; Kusnan et al., 2022).
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KESIMPULAN

Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam hubungan industrial menunjukkan relevansi
yang kuat sebagai pendekatan komplementer untuk memperkuat fondasi etika kerja dan kualitas
relasi kerja. Nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan ukhuwwah memberikan kerangka normatif
yang selaras dengan kebutuhan hubungan industrial modern, terutama dalam membangun
kepercayaan, menguatkan dialog sosial, dan mencegah eskalasi konflik. Temuan menunjukkan
bahwa penguatan dimensi nilai tidak dimaksudkan menggantikan regulasi ketenagakerjaan,
melainkan memperkaya dan memperkuatnya melalui internalisasi karakter dan budaya kerja yang
bermartabat.

Kajian ini juga menegaskan bahwa integrasi nilai PAI dapat dioperasionalkan melalui tiga
jalur utama, yaitu jalur normatif institusional pada instrumen formal seperti kode etik dan
kesepakatan kerja, jalur edukatif transformatif melalui pengembangan kurikulum dan
pembelajaran PAI yang responsif terhadap isu ketenagakerjaan, serta jalur dialogis partisipatif
melalui forum komunikasi yang melibatkan pekerja, pengusaha, pemerintah, dan lembaga
keagamaan. Ketiga jalur ini saling melengkapi dan memungkinkan nilai Islam hadir tidak hanya
sebagai wacana moral, tetapi sebagai pedoman perilaku dan tata kelola relasi kerja.

Penguatan integrasi PAI perlu diarahkan pada pengembangan modul etika kerja Islami
dan hubungan industrial dalam pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, termasuk pembelajaran
berbasis studi kasus dan problem-based learning yang merefleksikan dinamika dunia kerja aktual.
Selain itu, perlu didorong penyusunan pedoman etika kerja berbasis nilai amanah, adil, dan
musyawarah yang dapat diadopsi organisasi secara bertahap melalui pelatihan, pembinaan
budaya kerja, dan penguatan mekanisme komunikasi internal. Pada level kelembagaan hubungan
industrial, forum bipartit dan tripartit perlu diperkuat sebagai ruang dialog yang tidak hanya
prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan akuntabilitas.

Secara teoretis, kajian ini memperluas diskursus etika kerja Islam dengan
menghubungkannya pada desain kelembagaan hubungan industrial, sehingga etika tidak berhenti
pada ranah individual, tetapi dipahami sebagai sumber nilai bagi tata kelola relasi kerja. Secara
praktis, integrasi nilai PAI berimplikasi pada penguatan trust, pencegahan konflik, dan
peningkatan produktivitas yang lebih berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tekanan
transformasi industri 4.0 dan Society 5.0. Secara kebijakan, pendekatan ini memberi arah bagi
pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai dan penguatan dialog sosial dalam
ketenagakerjaan, sehingga perubahan teknologi dan restrukturisasi kerja dapat dikelola dengan
tetap menjaga martabat, keadilan, dan kesejahteraan para pihak.
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